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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPAT! LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 avat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menelapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014¢
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10.

11.

12.

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 57 17});

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Dacrah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten
LuwuTimur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 94);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018
tentang Daftar Kewengan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16). ,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Lo
2.
3.

10.

11,

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten luwu timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masvarakat setempat dalam sistem pemerintahan di
Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis,

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksansan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. %



15.

16.

17.

18.
19.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyeienggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

Alokasi Dana Desa, sclanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD sctelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerali Provinsi dan
APBD.

Penerimaan Desa adalah uang vang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggurun yang menjadi huk Desa dan tduk perlu dikembalikan oleh
Desa.

Belania Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
oleh Desa.

Pembiaysan Desa adalah semua penerimaan yang periu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun angegaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang sclanjutnya
disingkal PKPKD, adalah kepala Desa yang mempunyal kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjuinya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa vang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PEPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan scbagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas schagai
koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, vang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa
yvang berkedudukan scbagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas
PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu)
rekening pada Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, vang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desua yunyg dipisshkan guna mengelola uset, jusa pelayanun, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa Bersama adalah BUM Des yang didirikan 2 (dua) desa atau
lebih dalam rangka kerja sama antar desa. ?



31.

32,

33.

34.

35.
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39.

41.

(1)

Dana Cadangan adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan
vang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
sartu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah sclisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seclanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen vang memuat rincian sstiap kegiatan, anggaran vang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen vang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran vang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa danj/atau Perubahan Penjabaran APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Angegaran Lanjutan vang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SILPA talun anggaran sebelumuaya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk  memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjuinya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas kecluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai  pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan
jasa.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang sclanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, dan Inspektorat Daerah.

BAB Il
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ?



(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAR Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Pemegung Kekuasaan Pengelolaun Keuangan Desa

Pasal 3

(1} Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD secbagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kehijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menctapkan kcbijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APB Desa;

menctapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,

menyetujul RAK Desa, dan

. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan  keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan
sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPRD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

m =0 A

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a. Sckretaris Desa;

b. Kaur tata usaha dan umum, Kaur perencanaan dan Kasi; dan
¢. Kaur keuangan.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufl a
bertugas sebagai koordinator PPKD.

{2} Sekremaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mengoordinasikan antara lain:
a penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. penyvusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB

Desa;

. penyusunan  rancangan  peraturan  Desa lentang APB  Desa,
perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;

d. penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; (75
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(3)

(1)

{2)

(3)

(4

(5)

(1)

e. tugas perangkat Desa lain vang menjalankan tugas PPKD; dan

. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa

mempunyai tigas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

Kaur tata usaha dan umum, Kaur perencanaan dan Kasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan
anggaran.

Kasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kasi pemerintahan;

b. kasi kesejahteraan; dan

c. kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja scsuai tugas kegiatan vang diberikan;

b. melaksanakan anggaran kegiatan dan mengendalikan kegiatan
sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan;

<. m:nyuum:IDPh, DPPA, dun DPAL sesual tugas dan tanggungjuwab
yang diberikan;

d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan sesual dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan; dan

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab vang diberikan untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kaur dan Kasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan biaya

operasional untuk kegiatan paling banyak 5% dan jumlah anggaran
keg;mmn untuk :

pembekalan tim desain/kader teknik di Desa (0,5%);

survey teknik dan pengukuran (0,5%);

pembuatan desain dan RAB (1,5%);

transport PPED (1%,

dokumentasi dan pelaporan PPKD (0,55); dan

pengawasan (1%).

Pembagian tugas dan tanggung jawab Kaur dan Kasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

o0 gy

Pasal 7

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam
melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak
dapat dilakukan sendiri. g‘



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri
atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggola.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.

{4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada
saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan
Kepala Desa.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima)
orang.

Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimsaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan / membayar, menata usahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

(1) APB Desa terdiri dari:

a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
¢. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja,
objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10
(1) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode
rekening;
(2) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ’



Bagian Kesatu
Pendapatan

| Pasal 11

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelompok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.

Pasal 12

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

@. hasil usaha,

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain,
tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian
umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
Desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ yakni penerimaan yang berasal dari sumbangan
masyarakat Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 13

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf

b, terdiri atas jenis:

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak dacrah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
c. alokasi dana desa,

d. bantuan keuangan dari ABPD Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan ABPD Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat
umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling
banyak 30% (tiga puluh per seratus). %



Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf c, terdin atas:

o oo

.0

(1)

(2)

penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
bunga bank; dan

pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ditetapkan
dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

a.

(1)

(2)

paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja Desa untuk
mendanai :

1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah belanja Desa untuk
mendanai Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada kegiatan

penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;

penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa;

penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa Lainnya; dan
tunjangan dan operasional BPD.

PR

Pasal 17

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

penyelenggaraan pemerintahan Desa;

pelaksanaan pembangunan Desa;

pembinaan kemasyarakatan Desa;

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
Klamﬁ_lcam belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. ¢

opogs
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(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi
di Desa.

| Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
a dibagi dalam sub bidang:

a.

C.

d.

e,

penyelenggaraan belanja  penghasilan  tetap, tunjangan dan
aperasional pemerintahan Desa;

sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;

tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
dan

pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1) huruf
b dibagi dalam sub bidang:

FE OO0 Qn P

pendidikan;

keschatan,

pekerjaan umum dan penataan ruang;
kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup:
perhubungan, komunikasi dan informatika;
energl dan sumber days mineral; dan
pariwisata;

(3) lﬂasﬂ' kasi belania sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
¢ dibagi dalam sub bidang:

a.
b.
c.
d.

ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
kebudayaan dan keagamaan;

kepemudaan dan olah raga; dan

kelembagaan masyarakat

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
d dibagi dalam sub bidang:

o ip-pEp

kelautan dan perikanan,

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Desa;

pemberdayvaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

(5} Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;

b.
C.

keadaan darurat; dan
keadaan mendesak. (’

11



Pasal 19

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai
dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
bahasa lndonesia dengan kode rekening yang sama.

(3) Kegiatan yang tudak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.

(4) Penambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat
Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya
dinlokasikan dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dan
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bagian dan/atau sumber
pendapatan lain yang sah.

(5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh
per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat (1), terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b, belanjoa barang/ jusa,

¢. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 21

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan,

penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan
perangkat Desa, seria tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

{4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB
Desa_

Pasal 22

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk:

operasional pemerintah Desa;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. 4

meROgR
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(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f{ dilakukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 23

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 24

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 25

(1) Pembiavaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok: L?
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2]

huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pcncairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit

meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum seiesai atau

lanjutan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dlgunai:an untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang

sclanjumya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil

penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 27

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikategorikan sebagai belanja.

Pasal 28

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya

tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 {satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memual;

a. penectapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran dana cadangan tdak melebihi tahun akhir masa jabatan

kepala Desa. g’
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Pasal 29

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b antara
lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa
atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeiuaran
pcmhmyaan dalam APB Desa.

(3) Pnn}rcrta.nn modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk
tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

uang,

barang;

hak pakai tanah dan/atau bangunan aset desa;

bantuan pemerintah; dan

bantuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

(&) Banl.unn pemerintah dan pemerintah daerah sebagaina dimaksud pada
ayat (5) huruf d, dan huruf e, disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

(7) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui
proses analisis kelayakan usaha, antara lain :

kelayakan sosial ekonomi;

kelayakan pasar dan pemasaran;

kelayakan teknis dan teknologi;

aspek manajemen dan SDM;

aspek politis;

aspek lingkungan; dan

aspek hukum.

(8) Pcnycrtaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

o o0 op

RO B0

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 30
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 31

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dilakukan dengan Basis Kas. &
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(2]

(3)

(1)

(2)

(3}

(1)
(2)

(3)

(4

(5)

(1)

(2)

(1)

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB
Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Runcungun APB Desa yung teluh disusun merupakan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 33

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas
dandisepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
sebelumnya.

Dalam hal BPD Udak menyepakatl rancangan Peraluran Desa tenlang
APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan vang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

Kepala Desa meneispkan Peraturan HRepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34
Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalw
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk diverifikasi dan
dievaluasi. B
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(2)

(3)

(4

(3)

(6)

(7)

Camat dalam melakukan wverifikasi dan evaluasi berpedoman dengan
panduan verifikasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa.

Camat membentuk Tim verifikasi dan evaluasi APB Desa yang ditetapkan

dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan terdiri atas

a. Camat scbagai penanggung jawab;

b. Sekcam sebagai ketua;

c. Kasi Pemberdavaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan

d. Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait sebagai
anggola.

Materi Vernifikasi dan Evaluasi APB Desa meliputi :

a. aspek administrasi vang meliputi identifikasi kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peruturan Desa  lentang perubahan APB Desa,

b. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

c. aspek kebijakan vang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa;

d. aspek substansi anggaran dalam strukour APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

e kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah dan mekanisme yang
diatur dalam pedoman penvusunan APB Desa.

f. kesesuaian dengan pagu anggaran pada masing-masing sumber
pendapatan Desa;

g. kesesuaian dengan ketentuan prioritas penggunaan bantuan
Keuangan Provinsi/Kabupaten, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah dan Dana Desa;

h. kesesuaian dengan kode rekening kegiatan dan belanja dalam APB
Desa; dan

i. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Peraturan Desa APR Desa vang telah diverifikasi dan

dievaluasi camat di sampaikan kepada bupati melului Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diverifikasi dan dievaluasi

Tim.

Tim Verifikasi dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas, dengan susunan

keanggotaan scbagai berikut :

a. Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab;,

b. Sekretaris sebagai kKetua;

c. Kepala Bidang Penataan Desa scbagai Sekretaris; dan

d. Kepala Seksi dan Stal sebagai angeota.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB  Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling

sedikit meliputi:

surat pengantar;

runcangun persiuran kepala Desa mengenai penjubaran APB Desa;

peraturan Desa mengenai RKP Desa;

peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal berskala Desa; tP
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e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika

tersedia;
peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 36

Bupati dapat mendelegasikan verifikasi dan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa kepada Camat.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3}

Pasal 37
DPMD mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam
pelaksanaan verifikasi dan evaluasi.
Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana diunaksud pada ayal (1)
dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala
Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak ditenmanya
rancangan dimaksud.
Dalam hal Bupati tdak memberikan hasil verifikasi dan evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang lebih tinggi, kepentingan umuwm, dan RKP Desa, kepala Desa
menetapkan menjadi Peraturan Desa.
Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi schagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang lebih tingei, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua pulub)
hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi dan evaluasi yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara tindak lanjut hasil evaluasi
Berita acara tindak lanjut verifikasi dan evaluasi sebagaimana
dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 38

Apabila hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (5) tidak ditindaklanjuti olch Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Bupau
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya
Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa dimaksud,

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Kepala
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya sampai penyempumaan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati. @



Pasal 39

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diverifikasi
dan dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa
tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Camat
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 40

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a, APB Desa;
b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan
kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 41

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
¢. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
dan
d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi.
a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonormi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
¢c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
diputuskan melalui musyawarah Desa.
(5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomani RKP Desa.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1
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(3)

Pasal 42

Dalam hal desa harus melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah

perundang-undangan lebih tinggi atau ada perubahan sumber

pembiayaan transfer yang belum tertuang dalam APB Desa kepala desa

tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara melakukan

perubahan penjabaran APB Desa untuk selanjutnya dituangkan dalam

perubahan APB Desa.

Dalam hal perubahan APB Desa telah ditetapkan, terdapat penambahan

dana transfer, kegiatan tetap dilaksanakan setelah dilaksanakan

perubahan penjabaran APB Desa untuk selanjulya dicalatl dalam laporan

realisasi anggaran.

Peratiiran Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. kcadtfan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan vyang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SIiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan

selanjuinya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan

mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB

Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 43

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar cabang Malili atau Bank lain
yvang ditunjuk.

Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

Pasal 44

Nomor rekening kas Desa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilaporkan kepala Desa kepada Bupati.

Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubermnur
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Laporan  sebugaimana  dimuksud pada ayat (2) digunaken untuk
pengendalian penyaluran dana transfer, t}



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 45

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah] untuk memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah Desa.

Dalam hal kaur keuangan menyimpan wuang tunai lebih dan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetor kembali ke rekening kas desa paling lama dalam
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 46

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang bersifat wajib
dan mengikat.

Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belanja pegawai pada kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan BPD pada kelompok
belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan
kondisi keuangan Kas Desa.

Belanja barang dan Jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belanja untuk operasional perkantoran pada
kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengeluaran yang bersipat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum APB Desa
ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan Desa yang ada
serta didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap yang sah yang
diatur dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 47

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya untuk menyusun rancangan DPA paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.

Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa,

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢,
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. »
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Pasal 48

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa untuk ditetapkan menjadi DPA.

Pasal 49

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB
Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran  dan/stau
terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugasi Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA,

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam)
hari kerja sctelah penugasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sekrelaris Desa untuk ditetapkan menjadi DPPA.

Pasal 50

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA vang
telah disetujui kepala Desa,

(2} Rancangan RAK Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa
vang diajukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.

Pasal 51

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan olch kepala Desa.

Pasal 52

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.

(2) Setiap pendapatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 53

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 6b
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(2] Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3] Bukti sebagaimana dimaksud peada ayat (2) mendapat persetujuan
Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

{4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesual dengan tugasnya.

Pasal 54

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

{2) Pelaksanaan kegiatun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

[3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilaksanakan dengan swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(S)dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dariwilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan keria dan pemberdayvaan
masyarakat desa setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi
persyvaratan, serta mendapat ijin/rekomendasi dari camat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur denganPeraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 55

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP panjar
dalam sectiap pelaksanaan kegialan anggaran sesual dengan periode
vangter cantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang
dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengajuan SPP defenitip menyvertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 56

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa., @
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(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4] Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada Sckretaris Desa.

(5] Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih
kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 57

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan vang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan
Kasipelaksana kegiatan anggaran apabila Udak memenuli
persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyefujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi vang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran
vang tertera dajlum SPP seteluh mendapatkan persetujuan dari kepala
Desa.

Pasal 58

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menvampaikan laporan akhir

realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling

launbat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan tersebul selesai.

Pasal 59

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sehagaimana dimaksud pada avat (1).

(3} Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. ?
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(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak
keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 60

(1) Setiap pengeluaran kas Desa vang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemungutan
pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

(3) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputipengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa,
dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyvetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Arus kas masuk dan arus kas keluar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan
Pasal 27 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 62

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun s¢belumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila rcalisasi pendapatan lebih kecil
daripada rcalisasi beclanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPA vang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau  penghematan
belanja tahun sebeiumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan
pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk
mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikun  luporan  akhir  realisasi  pelaksanaan  kegatan  dan
anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan
yvang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. 3
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Pasal 63

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf a dicatatkan dalam catatan atas laporan
keuangan,

(2] Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas
Desa.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarung digunakan uniuk membiayai program dan kegiatan lain diluar
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 64
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pusal 65

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan scbagai
pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang

terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.

(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bmerupakan catatan peneérimaan potongan pajak dan pengeluaran
setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. ?
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Pasal 67

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau Kantor
pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan vang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 68

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa
yvang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kas
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan
sertia telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung
kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi
pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan
secara langsung cleh Kaur Keuangan dan dikelahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
avat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kwitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda
tangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda
tangani oleh penerima dana.

Pasal 69

(1) Buku kas umum vang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Seckretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

{2} Sckretaris Desa miclakukan verifikasi, cvaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa
untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 70
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupatu melalui camat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan. @
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(3] Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 71

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri paling lambat minggu kedua Bulan Agustus
tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 72

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 2 (tiga) bulan sciclah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

{3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan aias laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

¢ daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya vang
masuk ke Desa.

Pasal 73

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsoclidasi realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direkiur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri paling lambat minggu
kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 74

(1) Laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengaduan. @
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Pasal 75

Format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini meliputi:

Kode Rekening (A.1, A.2);

Peraturan Desa tentang APB Desa (B, Bl);

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa (C, Cl);

Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (D);
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (E, E1);

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa (F, F1);
DPA Desa (G),

DPPA Desa (H);

RAK Desa (I);

Buku Pembantu Kegiatan (J, J1);

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (K);

SPP (L),

neBoeRgTRT TR mOAOCDD

(1)

(2

(3)

. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (M);

DPAL (N},

Buku Kas Umum (O);

Buku Pembantu Kas Umum (P, P1, P2);

Kuitansi (Q);

Laporan Pelaksanaan AFB Desa Semester Pertama (R, R1, Rla, R1b, Rlc,
R2. R3); dan

Laporan Pertanggung Jawaban (S).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan Desa
melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
Desa.

Camal melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan Desa.

Pembinaan dan pengawasan Organisasi Perangkat Daerah Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

i,

b.

c.

d.

e,

menerbitkan peraturan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan
Desa;

sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan
keuangan dan aset desa, administrasi desa;

supervisi, monitoring dan evaluasi administrasi pengelolaan
keuangan desa;

monitoring dan evaluusi pelaksunaan pembangunan di desa; dan
verifikasi dokumen penyaluran dana transfer ke rekening Kas Desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa oleh Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

fasilitasi dan koordinasi penyusunan Peraturan Desa tentang APB
Desa, Perubahan APB Desa, dan Laporan pertanggungiawaban APB
Desa,

sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan keuangan, aset desa dan
administrasi desa; ?
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¢. memberikan rekomendasi pengajuan pencairan dana transfer
kerekening Kas Desa;

d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi
pengelolaan keuangan bersama tim di tingkat Kecamatan; dan

e. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dari
desa.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif
dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

|
. Pasal 78

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

. Timur. l’

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2019
L BuPATILUWU TIMUR,
| X'
el |
fobmen 4 ¥ MUBAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

e
- -

m

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 14
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR!4 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerntahan Desa bensi sub bidang dan
kegiatan yangdigunckan untuk mendukung terselenggaranya  fungst
pemerintahan Desa yangmencakup,

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
danOperaslonal Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penvedisan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Ll et Bl
28|82

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD
dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakalan dinas/atribut,
listrik /telpon, dll)

Penyediaan Tunjangan BPD

Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minumj,
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,
listrik /telpon, dll)

—
S

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW -

Penvediaan honoranium unsur stafl desa

Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarans Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

i |t | | el

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
m“..

Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan
Desa®

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

Pelavanan administrasi umum don kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

=
W W W KK KN

Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil
kependudukan danpotensi desa)*
Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

umi

Penvuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisia Kemiskinan Dess secara Partisipatif

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran basis data keluarga melalhui
k=lompok doso wismo

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran monografi desa

Penyvusunan/Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu penduduk
ki

lain-iain kegiatan sub bidang ndminiastrasi kependudukan, pencatatan
sipil, statistik dan kearsipan®*

Al ] el Wik
o
%)

Sub Bidang Tata Prajs Pemerintahan, Perencansan, Kevangan dan
Pelaporan




01

Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan  Desa/Pembahasan
APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat
regler)

02

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga,
dil., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

03

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPIMDes/RKPDes dll)

Penyusunan Dokumen Keunngan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/
LP.J APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

05

Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi /Penilaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - dilusr dokumen
RencanaPembangunan /Keuangan)

o7

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan,
aporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada
masyvarakat)

Fn'.-ngcrnbu.ngu.n Sistem Informasi Desa

e

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pemhangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan /Kabupaten, Pihak Ketiga,
iu.]lﬂ

Dukungan Pelaksanaan don Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilavahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

Penyelenggaraan Lomba antar kewilavahan dan pengiriman kontingen
dalammengikuti Lomba Desa

Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa

—

Dukungan Operasional Desa Persiapan

S

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan,
keuangan dan pelaporan®

| Administrasi Pertananan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian

e | i |

Registrasi Agenda Pertanahan)
Fasilitasi Sertifikast Tanah untuk Masyarakat Miskin

Mediasi Konilik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

Administrasi Pajank Bumi dan Bangunan

PBB)
F&nmtuanfﬁnegasanﬂ’embﬂnﬁunm BltasfPﬂmk Tanah Desa ™

gnjenen|enjonion| NNl el B

gislslsizel €

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

| 5] r---l-—' |

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hridang Pelaksanaan Fembangunan Desa berist sub bidang dan kegatan
dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-
imin. Pembangunan tidak berarn hanye pembangunan secara fisik akan

letapt juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan

dan pembinaan,

Sub Bidang Peandidikan

Wi

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,
dst)

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

Pemeliharaan Sarann dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa*®

R W WKk

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan
Sarana/Prasaranns/Alat Perngn Edukatifl (APE) PAUD/S
TE/TPA/TRA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa*’

Pembangunan/Rebabilitasi / Peninghatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacasan,
lHonorPenjaga untuk Perpustakaan /Taman Dacaan Desa)

R W b

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
k.-ungm Pendidikan bagi Siswa Muskin / Berprestasi




Peningitatan /Pengelolaan Sarana Prasarana/Pengadann Tabloid dan
Koran Harian (untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Relajar Milik Desa)

9]

Dukungan/Pendampingan / Pengembangan / Bantuan Pendidikan
Hukum dan Paralegal Desa dalam penyelesaian masalah secara
mandiri oleh Desa bagl Pemerintah Desa dan Masyarakat Miskin

92

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*®

Sub Bidang Kesehatan

SIS

NN

Penyclenmirm Poa Kesehalan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa: Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluargn Miskin, dst)

o
|

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil,
Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

o
&

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang HKesehatan (untuk Masyarakal,
Tenagakesehatun, Kader Keachatan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR] tingkat desa
suhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD’

RN RN K W

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan
Sarana/PrasaranaPpsyandu / Polindes/PKD **

8 BRSR&ER

Penvelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Desa [insentif BKB, BKL,
BKR dan kader kesehatan leinnya)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Keschatan di Desa (Ambulance
Desa, alat-nlat kesehatan, dll)

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan®

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

f

Pemelihsrasn Jalan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Seclokan,
Box/Sleb Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balal Desa/Balai Kemasyarakatan

Pemeliharaan Pemaksman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
Desa/Petilasan Milik

Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Pembangunan/Rehabilitasi /Peningltatan/ Pengerasan Jalan Desa

RN BN BRI RPN N

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan
LingkunganPermukiman/Gang **

[~

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan  Jalan  Ussha
Tani **

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik
Desa **

U] I S

W W w wlwiwet W o wwww e N W oW NN N R

Pembangunan/Rehahilitngi /Peningkatan  Praxarana Jalan Desa
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan
lain) **

bJ

a3

15

Pembangunan /Rehabilitasi / Penmingkatan Balai Dena / Balai
Kemasyarakatan®™

v

e

16

Pembangunan/Rehahilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa /Situs
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

17

Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

18

Penyusunan Dokumen Perencanann Tata Ruang Desa

19

Pembangunan/Rehabilitas) / Peningkatan Embung Desa **

20

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Monumen/Gapura/Batas
Dﬂ“ L 1]

S0

Penegasan dan Penetapan Tanda Batas Desa

ik KRR RK

Wi i

o1

Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan  Proteksi, buronjong, dan
Lini

@



2 | 3 [ 92 [ Rehhilitasi/Peningkatan/Normalisasi Sungai/Saluran pembuangan.

213 93 | Pengadaan lahan pemakaman milik desa

2] 3 94 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peninglkatan Gudang Desa

213 95 | lain lain kegistan sub bidang pekerjoan umum dan penataan ruang®

2 | 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 4 ol Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll}

214 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

2 | 4 03 | Pemeliharann Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon

Air Hujan /Sumur Bor, dll)

214 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangea (pipanisasi, dll)

2 4 D5 Pemcliharanon Sanitasi Permukiman (Gorong gorong, Selokan, Parit,
dll., diluarprasarana jalan)

2 q 06 Pemcliharaan Fasilitas Jamban Umumy/MCK umum, dil

214 07 | Pcmcliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

2 4 08 Pemeliharaon Sistern Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
Rumah Tangga)

2| 4 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

2 | 4 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2| 4 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan /Sumur Bor, dii)**

21 4 12 | Pembangunan/Rchabilitasl/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga [pipanisasi, dll) **

2 4 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
(Corong-gorong, Sclokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan) **

2| 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
umum, dll **

2 4 15 | Pembanpunan/Rechabilitasi/Peningleatan Fasilitng Pengelolann Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dllj**

2| 4 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbnh (Dminase Air limbah Rumah Tangga)**

2| 4 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak
Milik Desa**

2 4 af Pembangunan/Rehab Rumeh Tidak Laynk Huni (RTLH} Kelunrgi
Miskin

2| 4 a1 Pembangunan jamban sehat bagi keluarga kurang mampu

21 4 92 | Peningkatan/Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa/Permukima
{Insentif petugas kebersihan di Desa)

2 4 93 Dukungan Pelaksanaan Program Kebersihan/Penataan dan
Pemanfatan Pekarangan di Desa (Tanaman Togn, Lomba Kebersihan
Lingkungan, lain-lain kegiatan kelompok dasa wisma)

21 % 94 | Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Perungkatan Penerangan di
Desa

2| 4 95 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman®

2| S Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2 | 5 | 01 [Pengelolnan Hutan Milik Desa

2 5 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

21( 95 03 | Pelatihan/Sosialisasl/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

2 5 90 | Pengaturan, Pengendalinan, Pelestarian Lingkungan dan Tata Guna
Lahan Desa —-_

2 5 91 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup®

2! 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatiks

2 & 01 Pembuatan Rambu rambu di Jalan Desa

2 6 o2 Penyelenggaraan  Informesi  Publikk Desa  (Misal : Pembuatan
Poster /Baliho Infurines penetapun/LPJ APDDes untuk Warga, dii)

2 (5 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa

216 90 | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika*




Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

|

01

Pemeliharann Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

Pembangunin/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
Alternatifl tingkat Desa **

lain-lain kegiatan sub bidang Energl dan Sumber Daya Mineral*

Bub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa

03

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

50

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Milik Desa

ojoojoe| ooloo|om| |~ '-I|-¢"4

Q1]

lain-lain kegiatan sub bidang panwisata®

W KKK RN KB NN

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
unfuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa

yang mencakup:

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masynrmkat

01

Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dllj **

02

Penguatan dan Perungksian Kapasitas Tenaga Keamanan/HKetertiban
olehPemerintah Desa (Satlinmas

W W W W

03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat{dengan masyarakat/instansi pemenntah dacrah, dil) Skalas
Lokal Desa

Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

05

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

et | o | o | et

o7

Pelatihan/Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang
Hukum danPelindungan Masyarakat

[—

Penguatan/ Penyelenggaraan Keamanan Desa (Insentif Satlinmas Desa,
Seragam Satlinmas, dll)

-

91

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

o1

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
{peravaan harli kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah
Adat/Keagamaan MilikDesa **

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

Penguatan/ Peningkatan Penyelenggaraan Keagamaan dan Kebudayaan
di tingkat Desa (Insentif Pelaksana Keagamaan dan Kebudayaan)

a1

01

lain-lain kegintan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan®

Sub Bidang Hepemudaan dan Olah Raga

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa
di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, dll) ingkat Desa

03

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa*®

05

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan  Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga

m’muwuummwmuwwmuluuwmwuw

Wit i @ ) w Wew H' K OK N RKW

8|8

Pengadaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olaraga di tingkat




Nesa
3|3 a] lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga®
3, 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 4+ 0l Pembinsan Lembaga Adat
3 | 4 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PKK
314 04 | Pelathan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 4 9() | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat®
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat sub-ndang dan kegiatan
wang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasilas
masyarakat dalam memingkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
mencakup:
4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 | 0l Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4 1 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4 1 03 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan
Darat MilikDesa**
4 1 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Mili 5
4 1 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)
4 1 06 Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
| Darat/Nelayan ** . -
4 1 L1 Penguatan/Peningkatan / Bantuan  kepada Kelompok Budi Daya
Kumput Laut dan Kelompok Nelayan (Hantuan Bibit, Bantuan Alat
Tangkap, Sarana dan prasarana lainnya serta Penyelenggaan
Bintek/ Pelatihan)
4 1 91 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan penkanan®
4 | 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4 2 (131 Perungkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produks: dan pengolahan
pertanian,penggilingan Padi/jagung, dli)
4 | 2 02 | Peningkatan Produksi Peternakan [Alat Produksi dan pengolahan
peternakan kandang, dll)
4 | 2 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dli)
4 | 2 04 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4 2 05 | Pelatihan/Bimitek/Pengenalan  Tekonologg Tepat Guna untuk
Pertanian/ Peternakan **
4 2 90 | Bantuan/Peningkatan/Penguatan Produksi Pertanian dan peternakan
{Bantuan Hibit Pertanian, hewan Ternak kepada kelompok tani
Kelompok Ternak)
4 2 91 Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Irigasi Tersier/Sederhana
el 2 92 | PembangunanjPeningkatan/Pemeliharsan Sarana dan Prasana
Pertanian (Sanggar Tam, Sekretanat Kip Tani, Sekretariat Gapoktan
scrta Sarana dan Prsarana Pertanian Lainnya)
4 i 93 tain-iain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*®
4 | 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01 | Peningkatun kapasitas kepala Desa
4 | 3 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4 | 3 03 | Peningkatan kapasitas BPD
4 | 3 90 | lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4 | 4 Sub Bidang Pemberdaynan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga
a i 1 Pelatihan /Penyuluhan Pemberdavaan Perempuan
4 aq 02 Pelatihan /Penyuluhan Perlindungan Anak
4 4q 03 Pelatihan dan Penguatan Difabel (penyandang disabilitas)
4 | 4 00 | Pembangunan/Pemeliharaan /Rehab rumah anak
4 B 6] |lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak*
4 | 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMEM)
' 4 | 5 | 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
q 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Koperasi
4 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untule Pengembangan Ekonomi




Pedesaan Non-Pertanian

Penguatan/Bantuan modal usaha kepada kelompok UMKM di Desa

a1

Pengembangan produk unggulan Desa

92

Pengembangan produk unggulan Kewasan Desa

93

Pengembangan/Pemberdayaan UKM di Desa (insentif pengelolah
laporan)

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*®

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

slalsl alalals

01

Pembentukan BUM bDesa {Persispan dan Pembentukan Awal BUM
Desa)

02

Pelutihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yvang dilaksanakan oleh
Desa)

E-N -

S0

Penguatan Modal BUM Desa (Bantuan Dalam Bentuk Sarana dan
Prasarana BUM Desa)

91

Bantuan Permodalan BUM Desa

a2

Bantuan/Penguatan Modal Usaha Desa Lainnya

93

lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal®

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

01

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

02

Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa

03

Pengembangan Industri kcecil level Desa

MPembentukan [Fasilitasi/ Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha
ckonomiproduktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) =

90

Penguatan/Bantuan Modal Kelompok Usaha Ekonomi produktif |
(pengrajin, pedagang, industsi rumah tangga, dll)

L &Ll Lbs| Ll&ss  b&lbss

a1

Pcnyelmm:rm{ Penguatan dalam pengelolaan Pasar Desa/Kies milik
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92

lain- laln leegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®

il

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK

Didang Penanggulangan Benmnﬂ, Keadaan Darurat dan Mendesak

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

01

Penanggulangnn Bencana

Ul

Sub Bidang Keadaan Mendesak

| eaf 10! 0o o e

01

Al R

Keadonn Mendesak

* = (PFenambahan Kegintan ditetaplkan olch Kabupaten/Kota)
** = (untuk penamsaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, atauRehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)




A.2. Dafiar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiaynan

i;

— i
a b [ D i
4 | PENDAPATAN
4 1 Pendupatan Asl Dess
4 1 1 . Hasll Usaha
4 | 1 1] o1 Bagi Hanil BUM Den
4 1 1 Q0 ﬂﬂﬁﬂl_'ﬂlmﬂuﬁmmn
4 |1 ]2] _ Hasil Aset
4 |1 |2 0 Pengelolunn Tanah Kas Desa - i
4 1 | 2] 02 ‘Tambatan Perahu —
i 1 2 [1;3__ Flnrl):n
4 . 1 2] 04 Temput Pemandien Umum ———
a [ 1121 os Jaringan Irigani Dean B
4 [ 1 [2] 06 Peiclangan Naan Milik Desa -
4 |1 121 07 Kion Milik Desa -
4 1 2 08 Pemanfoatan Lapangan /Prasarana Olah rago Milik Desa
4 1 2| 90 Hasil anet lninnya yung sah ]
4 | 1 13 mmmmﬂm
4 1 3 | 01 Swaduyn, punmsn-nuhn golong royong
4 1 3 a0 ~ Lain-lain Swadaya, Partimpasi dan Bumng]hymg
4 | 1 | 4| | lLainisin Pendapatan Asli Desa -
| 4 1 |4 | 01 ~ Hasil Pungutan Dess
4 1 4 | 9 LﬂnhinHlﬂl_I}mmunM\'msnh
4 | 2 Tranafer .
4 | 2 |1 | _Desslem
4 2 1 01 Dmna Desa _
3 131 dar Hasii Pajak dan B [ —
4 2 |21 01 Bagian dari Hasil Pajuk dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4 | 2 | 3 - Alokasi Dana Desa
4 '2_ 3 01 ﬁhhﬂl‘l_-l Dana Desa
4 1 32 |4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 4 01 Aantuan Keuangnn dar APRD Provins:
4 2 4 | 90 |  Bantuan Keusngan Khusus lninnya dan APBI Provins
4 | 2|58 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4 2 I's | o1 Bantuan Keusngan APBD Kabupaten /Kot
4 | 25| 90 Bantuan Khusus Keuangan dari APBD Kabupaten
4 | 3 Pendapatan Laln-lain
3 3 1 h!ml.-nu dail Tlasil Kerjasania antar Doss
4 | 3 1| 01 _ Pencrimasn darl Hasil Ketjasama aniss Desa |
4 a 2 Fﬁmnmundmﬂlﬂﬂnjnmbrndtnmmw
4 | 3 [ 2| 01 |  Pencrnmaan dari Hami Kerjasama iDosa dengan Pibak Retign
4 | 3 3 mﬁmm‘“mﬂn-
4 3 3 01 " Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vang berlokasi di Desa
4 ] 4 Hibah dan sumbangan darl Plhak Ketiga
4 3 4 01 | Hibuh dan sumbangan dan Pihak Ketiga
4 | 3|5 ' Koreksi kesalaban belanja tahun-tahun anggaran scbelumnyn yang
., | an di kas Desa pada tahun angguran berjalan |
1 3 5 01 Korekai kesalulun befanjo whud-tmhun anggarn sebelumnyn yaog
. mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjulun |
4 3 -] - Bunga Bank ]
| 4 | 3 | 6] 01 B Bungs Bank -
&4 3 9‘_' . " Lain-lsin pendapatan Desa yang sah
4 | 3 ]9 90 Pengembalinn Haaill Temuan Pemerikmaan Kcuangan
4| 3 [ 9] 91 Lain-iin pendapatan Desa yang sah
5 | BELARJA o
| 6 i 1 | Belanje Peguwal T
.5 11 |1 Penghasilan Tetap dan Tusjangan Kepaln Desa -
5 1 1 | 01 Penghasilun Tetap x:'p_-liiu_ s
5 1 1 ol Tunmangan Kepala “E"




Tambahan Penghasilan Kepala Dena atas hasil usaha desa

|
|
|

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

n-nghn ailam Tnmp Prrnﬂgiml Diemin

Tunjnngan Perangkat Desn

Tambahan Pm;hnﬁlnn?emght Desa ates hasil usaha desa

]
+

mmmmmmm

Jaminan Keschatan Kepala Desn

Jaminan Keschatan Peranghat Desa

|

Jaininan lwmmulkﬂ;m Kepala [Desa

Jaminan Hnmnmk:qun P_crln;-l'ut Cena

[

Tunjangan BFD

Tum_-u'lpn Kedudukan BPD

a..h.lubammuuu_tg.lnu

&Mﬁn&mﬁmmmhﬂnmd&nmh

|
i

Belnnjn Perlenglmpan Alat-nint Listrik

Belanja Perlengkapan Alat-aint Rumah Tanggs/Peralatan dan Bahan
Kebernihan

Y — i | | e
§

Belanjn Bahun Baknr Minyak /Gas/lsi Ulang Tabung Pemadam
Rebakiran I
Bthma ﬁ:rlmghpln Cetnl/ Pengpandaan - Belanja Barang Cetak dan

|

| en| @B mm|mnmmunm|m'mmwmmmimm

(ST S TS ”“1

il ‘Barang Konsumsi o
Belanja Bahan /Materal

Belanjn Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk
Belnnjn Pukainn inas/ Seragam /Atnbut
Belunja Obat-obatan

mMﬁﬁE%&wmuMMmmmu

™
*m[ummmmmmm

Belanjn -Jass Honorarum Tim yang Melnknanuknn Kegutnn

Bul-.-nj- Jusa Honorarium Pembantu Tugns Umum Desa/Operaior
T Belanja Jass Hurmrn.mmj'lnﬂeﬂhr Peluynniun Dess

Relnnjn Juas Honarsrium Ahlif Profesi [ Konsultun / Narasimber

HBelanjn Jawa Honorarium Petugas

3aiameiza:aggmlasi2 g8l

o
[

B:lnda.!m Honorartum/Insentif Kader di Desa
" Belanja Jasa Honorarium /Insentf lannys

Belanjs Porjalanan Dinas

Delanju Perjulansn Dinas Dalam Kabupaten | Kot

Belunja Perjulanan Dinus Lusr Kabupaten [ Kota

Belanjn Kursus/Pelatihan

—

i

0o |02 00 |02 0o 000383 00 (o b2 1o 03 (B3 M 0o o 0100 83 1o
FNENE NIRRT HR NI

m JIII. lm
ﬂnltmadm Sewa ﬂtn;nuunfﬂnﬂunyﬂuuq
 Belunjn Jusa Sewa Peralatan/ Perlengkapan
Belanjn Jans Sewn Samno Mobilitus

—_— — —_—

Belanjn Jasa Sewa Lainnyn

Belanjs Operasional Perkantoran
Belanja Jana Langganan Listrik

Al

|

Belanja Jusa Langganan Air Bersih

i

Belanjn Jasa !.nnmnm Mujulah /Surat Kabar

wiwisithicn oajanion ol ealenlot @l jenjen njen

Bulm.ln Jasa Langganan Telepon

|

Bcl.l.mu Jonmn Langgannn [ntermet

|
i

Belarijn Jana Kurir/Pos/Giro

Belanjin lusa Perpanjinngan Hin /Poink

Belunja Operasional Perkantoran Lainnya

Belanjs Pemelihnrnan

i g gy g —

MMMHMMMHHMﬁumu

Belanjn Pemelihaman Kendaraan Bermotor

mehmm
o ov|oviEnan|Lnlen|eniin: in

|

|

eigiel lslslsigleisisie Iglsislel Iglsle

Bolanja 'Fl:n:-:hlullin Pomalatan

—




|

|

Belanja Pemcliharaan Bangunan
Belanja Pemebhaman Jalan

|

“Belanjn Pemeliharaan Jembatan

e i

Belanjn Pemelihnrann Trignsi/Saluran Sungai/ Embung/Air Bersih,
jaringan Air Limbah, Persampahan, dli)

Belanja Pemelibaruan Jaringan dan Instalssl (Listrik, Telopon, Internet,

_ Komunikasi, di) B
mMyMMMMmmmmmMm

(ST SIS TECH

uupu_unm-pumumhnmunuwun

|
-

Belanja Bahun Perlengknpan yang Discruhkan ke masyarakat

<uige o oloole

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraasn bermotor/ Peralatan vang
disernhbknn ke masyarakat

Belanja Bantuan Bangunun yang diserahian ke mﬂ-ilrlﬁhl

‘Belunjs Bessivwn Berprestas | Musysrskat Miskon

&mmmMMHMHMMMMMm“_

&mmmmmmummMmhwuthwmmwm

itniwwinlen| wlerajen] o

|

aaaiaé g (g & sia[R

Belana Batuan Alat Tangiap Nelayan, dil

|m

Y e e i - e e

Belanjz Barang dan Jasa yang Disernhkan kepads Masyarakat Lainnyn

IR E RN
o
w

——

Belanjsn Modal Pengadaan Tanah

Belanin Modul Pembebasan / Pembelinn Tansh

e

Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

Hr_lnnjl_ Hn';ll.lmi‘u‘nlu._—iurm dan Pembuatan Sertifikat Tanah

Belnmn Modal Pengoruioen dan Pematangan Tanah

mmmmMHmMmﬁwmmnmh

mmmmm&mmmmmuwm
nupnmnmmnmmunnmmn
Belanjs Modal Honor Tim yang Melaksanalkan Kegiatan

Belanja Modal Peralatan Elcktronik dan Alst Studio

Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanjn Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesari Ruangan

Belania Modal Peralatan Dapur

umm.mmmuimmumimmuau| i oinieie

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

RRB2ILIS 18]2BE

ienien | enlen|an o oien || o o |& (e

i
I
|
|
i

Belanja Modal Peralatan Rambt-rambu /Patok Tanah

RAelnnjs Modnl Prrsinten husiis Keashatan

2813

Belanjn Modnl Pernintan khustus Pertunian /Perikunan /Peternakan

U‘I'I'.I'I- l'.h—llﬂ

mmmw-r

" Belanjn Modal Mesin ===
Belanga Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

—
Q

e
—

[

g
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" Belatija Modal Honor Timn yang Melaksanakan Kegiatu

k
\

2

Belunja Modal Kendarsun Darat Bermotor

Belanjn Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

ww|wiwite|ww

EMmmMmmmﬂﬁﬁmmr
Belanys Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

Belunjs Modal Kendaraan Lainnya
Belanja Modal Godung, Bangunan dan Taman
&m&mwmmﬂqum&me&ﬂm

mmmmmmlmmm

Belurja Modnl Upah Tennga Kerjn

]

Belunja Modal Buhan Balu

2RSS 8FREE

Belanja Modal Scwa Peralatan

A

hhﬁlﬂmmwhunuhh.__*
01 Belanin Modal Honor Tim yang Mclaknanakun Kegiatan

b

02 Bchnpﬂu:hll]pnh'l‘mliﬂjl

.l

04 Hrll.nrljn Modnl Sewn Pernlatnn

mmm

m:r EMWWMHWHMmumMmﬂmhwm
02 Belanja Modal Upah Tenaga Kegja

[mu.uauun,lum‘uu]uuuumm

03 &Wﬂﬁﬂ&hﬂﬂm

ENWMMHWM}mm

lalolalevalnlatalnlals lalalalaiololololwlie

“m” &meM&“ﬁﬂmn

=
|
.ilh




R TAls A
Limbah

[~~~

I
4
| -

]

gi&RE

Persampahan
Buhnp Modiul Honor Tim yang Melaksanalkan Kmmn

Behmluudalt!pnh'rmp[{aq:
Belanja Modal Bahan Baleu

‘Belanjn Moda! Scwa Peralatan

Belanjn Modal Jaringan/Instalasi

w|a|wtein o

.-
!

Belanjn Moda! Honor Tim yung Hdakn:uhn!ﬂ:ptnn

_-&Mﬂmmmﬂhmphm

Bullnjlllﬂdllﬂlhlnﬂllﬂl

2t.rli.lﬂ-:.w

|

Belanja Modal Sewa Perulatan

Belanjn Modsl lninnys

|

Belanin Modal khusus Pendidibon dun Perpustakasn

Belanja Modal khusus Clahrgn

|

o alo

oo |0 9 o|eoximie

E:Intun Moda! khusus Kesenion/Kebudoyoaan fkeogaumaan

Br.hnp. Modal Tumbuhan /Tanaman

gse8lse 223

Belanja Modal Hewan
Bebunu Modul Lainnye

Beianjs Tak Terduga

|

Belanja Tak Terduga

=

“Helanga Tak Terdugn

PFEMBIATAAN

- a;;wﬂmummumumMuuMMW w

Penerimaan Pembiayaan
EILPA Tuhun Bebalumys
BILPA Tahun Sebelumnyn

01

Pencalran Dana Cadangan

mmm

Hasil Penjualan Kekaysan Desa yang Dipisahkan

01

Hasil Penjunlan Kelmywan Desa yang Dipisahi;n

Hasil Penjuninn Kekayaan Desa yang Dipisahkan

I

Hanil Penjunian Kekayaan Desa yang Dipisnbkon

01

01

mhmnmmnmhﬁnmmmmmnmnnmﬁﬂmmWn

H}HH“H|“HHH—H,HH~.

O 0N =

*_

8|

" Pengelukssn Pemblayuan luinnya




B. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

KEPALA DESA ..... ([Nama Desa)
KABUPATEN LUWU TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN 201...
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 201...

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : 'a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujuddari pengelolann keuangan Desa dilaksanakan secara
terbukadan bertanggung jawab untuk scbesar-besarnya
kemakmuranmasyarakat Desa,

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun
Anggaran 2019 termuat dalam  Peraturan Desa
tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian schingga
menciptakan landasan kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

. vang adil, makmur, dan sejahtera;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa

TahunxAnggaran ....;
S R
! SR
3. iens dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desaj

dan

Mengingat

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARA PENDAPATAN

ATt DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN ...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa RD iz aseives
2. Belanja Desa .
Surplus/ Defisit

3.Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RO o iiaiasidabanisiithanes

b. Pengeluaran Pembiayaan D s st s

Selisih Pembiavaan (a- b)) BP oo
Pasal 2

Uraian lebih' lanjut Angparan Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
AFB Desa;
Rencana Anggaran Biaya (RAB)

daltar penyertaan modal, jika tersedia,

dafltar dana cadangan, jika lersedia; dan

daftar kegiatan vyang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

oo

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat{l) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b. keadaanyang menyebabkan harus dilakukan pergescran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnyadan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku padsa tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... ... {(Nama Desa).

Ditetapkan di ......o.cooinnainns
KEPALA DESA ..(Nama
Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



B.1. Format APB Desa

Contoh:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.........

KODE

REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp.

SUMBER
DANA

1

2

i

4

5

b

PENDAPATAN

PADcsa

Transfer

slnlalals

Pendapatan lain-lain

JUMLAH FENDAPATAN

w

BELAN.JA

Penyelenggaraan Pemenintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tungengan dan Operasional
Permerintahan Desa

D1

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

01 B

Belanja Pegawal

Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Ststistik dan Kedarsipan

D1

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan

{Surat Pengantar/Pelayanan KT¥, Kartu
Keluarga, dil)

DI 5

Belanja Barang dan Jasa

Pelakapnaan Pembangunan Desa

Pendidikan

B [ =

DS

Pembangunan f Rehabilitasi/ Peninglatan
Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan

Desa/Sanggar Belajar
Belanja Modal

Penangegulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terdugn

Keadaan Darurat

LT L ]

B | | = [ —

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / ([DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Péncrimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Kepala Desa, .




Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 4
Kolom 5

diisi berdasarkan kiasifilkasi Bidang Keglatoan:
a. bidang:
b. sub bidang; dan
¢. kegiatan
dmu bcrdn—rh.n klasifilensl ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belunja dan

b, kelompok pcndapamn
- Bagian Belanja diisi:

a. Belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan:

b. Kelompok pembiayaan.

: | diisi uraian Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan [nomenklatur dan kode rekening
lihat lampiran A Permendagri ini)

: | diisi dengan jumlah angzaran yang ditetapkan
: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam

kegiatan (kolom 1.c) terkait



G- Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ [Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun

Anggaran 2019,
Mengingat : 1......;
-
MEMUTUSEAN.
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa R sive

b. Transfer 2 YR
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah R covsavsasinessnss
Jumlah Pendapatan Ly ¢ SRR

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp........cccoovene.

b. Bidang Pembangunan Rp
¢, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPisiisistatosnsnsi
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1 VTR

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b, Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Pasal 2




Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpicahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanjaDesa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Scksi
pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 2 Jnauari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ........

Ditetapkan di .........cccevveneen
KEPALA DESA (Nama Desal)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desal,

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



C.l1. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA......
TAHUN ANGGARAN......

........

1111111

Contoh
KELUARAN/ MNGGARAISUMB
KODE REKENING URAIAN OUTPUT N ER
Vol SAT DANA
1 2 3 4 5 ] 7
alb | e al b [
4 PENDAPATAN
4 PADesa
4 1 Hasil usaha
i]... [=Obyek Pendapatan>
Transfer
1 Dana Dess

dapatan lain-lain

Penerimaan dar Hasil
Kenasama Antar Desa

e ENEEAES
| Lo N e e e

.... |[<Obyek Pendapatan>

dst. ..

JUMLAIT FENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemenntahan
|DESH

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan
Operasional Pemerintahan

01

58
yediaan Penghasilan Tetap
Tunjangan Kepala Desa

[Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa

1 JO1] S5{1 1] 1

. |<Rincian Ohyek Belanja>

Administrasi Kependudulan,
[Pencatatan Sipil, Statistik dan
Hearsipan

Melayanan administrasi umum
kependudukan (Surat
tar/Pelayanan KTP,
Keluarga, dil)

lanja Barang dan Josa

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan

2 Desa

2] 1 Pendidikan
Pembangunan /Rehabilitasi / Pen

2] 1105 ingkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan
Desa | Sanggar Belajar

2] 1|05 | 5| 3 Belanja Modal

2 05 | 5] 3|4 Belanjn Modal Gedung dan

1] 11}05 5] 3] 4 ._|<Rincian Obyek Belanja>

5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan
Mendesak




Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

wnjeajLnanion

318188
L

8|8

00 [Belanja Tak Terduga

LUMLAH BELANJA

URPLUS /[DEFISIT)

MBIAYAAN

ernmaan Pembiayaan

SiLPA Tahun Sebelumnva

1 | 1 ISiLPA Tahun Sebelumnva

Pengeluaran Pembinyvaan

= (= = e e Rzl =

1 [Pembentukan Dana Cadangan
2 | 1 |[Pembentukan Dana Cadangan

ds

| SELISIH PEMBIAYAAN

Keoohlt DESt ..o veoreere

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
h,uul:fhl.du.ng;dm

c. kegistan
Kode rekening diisi berdasarkan kiasifikasi ekonomi terdini dari Pendapatan,

Belanjn danPembinyann:

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5

Kolom &
Kaolom 7

- Bagian pendepatan diisi
o. Pendapatan-

b. kelompok pendapatan:

e jenis pendapatan; dan

d. obwek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:

a_ belanja;

b. jenin belanja {disesunikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan

d. rincian obyck belanja.

- Baginn Pembiayaan diisi:

a. pembiayaan;

b. kelompok pembiayaar; dan

c. jenis pembiayvaan

Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A

Permendagri ini)

Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c] dan
volume(jumlahlinput pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan
{paket, unit] input pada rincinn obyek belanja

Anggaran diisi dengan jumiah anggaran yang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalamkegiatan
(kalom 1.c] terkait




Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kembakmuran masyarakat Desa ditetapkan tap tahun dengan
Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib
dan disiplin anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

4. Berdasarkan ketentuan scbagaimana tersebut di atas, Menteri
Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa
sebagai acuan Bupati melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubabhan APB Desa.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya
prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan
pengelolaan keuangan Desa dalam membiayvai Pembangunan Desa
berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan
umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,

2. Tujuan Umum Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan
kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa,

SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan
substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa.

RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data
dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputl identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desadimaksud;



3. Aspek kebijakan yvang meliputi identifikasi konsistensi substansi
dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
persiapan evaluasi, yaitu:

1)

2

3)

4)

)

6)

Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupat tentang
Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa
dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa,
dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.

Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud terdin
dari:

a) Ketaa .  Sekretaris pada Dinas  OFD
terkait

b) Sekretaris : Kabid OPD terkait

c)] Anggota :  OPD terkait

Berdasarkan Pcratm‘an Menteri ini, Bupati dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan
lainnya. Apabila pelaksanaan evaluasi APB Desa
didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati
menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.

Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa, denganmembentuk Tim
Evaluasi, vang fr:rthrl dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
c} Anggota : Sekretans Kecamatan

d) Anggota : Kasi Pemerintahan

¢) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan

UPT Kecamatan terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf
vang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur
terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa.

Segala biaya vang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten

b. Dokumen Evaluasi

1)

2)

Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang
telah disepakati bersama BPD; dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa yang telah disepakati bersama BPD.

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa - Keputuaan Musvawarah
BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi



Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara

hasil musyawarah; atau
Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentangPerubahan APB
Desal;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa).

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
tahun berkenaan.

- Dokumen vang relevan (misal, Perdes tentang
kewenangan Desa, Perdes tentang
pembentukan dana cadangan, Perdes tentang
pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan
penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupau tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala
Desa

- Perdes tentangPenetapan Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal
desa

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/.Jasa
di Desa
Peraturan Bupati tentang Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga
Kabupaten vang didalamnya mengatur Standar
Harga di Desa

- Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah

. 2. Pelaksanaan Evaluasi Proses evaluasi dilaksanakan dengan
menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a, Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi
dan legalitas.

1)

2)

Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal

sebagai berikult:

a) Keparuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen
evaluasi:

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam
Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

¢) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi
dalam Rancangan peraturan yang akandievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang
akandievaluasi dengan tekenis penyusunan
peraturan Desa;

Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua

dokumen;



¢} Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor,
tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumern;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian
semua dokumen dengan ketentuan
yang berlaku tentang batas waktu
penyampaian dokumen;

¢} Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang
hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan

dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan,
Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah
Desa untuk melengkapinya.
Waktupelaksanaan evaluasi dihitung
kembalisetelah dokumen diterima secarc
lengkap.

b. Ewvaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB
Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar
kerja,terlampir.

3. Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa
tentang perubahan APB  Desa, Tim Evaluasi menyusun
laporanhasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan
temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB
Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk
melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa.Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut
secara garis besarmenyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan

(h) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan
APB Desa didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan

Pemerintahan Desa; dan

b. Inspekioral Daerah Kabupaten.



Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten : LUWU TIMUR
Desa §
NO. Aspek/ Komponen Periksa d_ “-. = _.E__F!l Alat Verifikasi Keterangan

1 Aspek Administrasi dan Legalitas

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi
telah diterima dari Desa secara
lengkap

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes
tentang APB Desa atau Rancangan
Perdes tentang Perubaham APB Desa

dilakukan tepat waktu

Keputusan Hasil Musyawarzh
BFD Pembahasan dan
Penyepakatan Perdes tentang
APB Desa/Perubahan APB Desa

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
disepakati bersama. Perdes
tentang APB Desa/Perdes tentang
Perubahan APB Desa harus

(lihat tanggal keputusan diajukan kepada Bupati atau
| camat untuk dievaluasi
1.3 Apakah BPD telah menyepakau Keputusan hasil Musyawarah | Berdasarkan Pernendagri
Rancangan Perdes tentang APB Desa/ BPD Pembahasan dan | mengenai BPD
Rancangan Perdes tentang Perubaham Penyepakatan Perdes tentang
APB Desa APB Desa/Perubahan APB Desa
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
2 Aspek Kebijaken dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa ]
2.1 Umum _




2.1.1

Apakah Rancangan Perdes (entang
APBDes/Perubahan APB Desa disusun
berdasarkan REKPDesa/RKPDesa
Perubahan tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan
Desa Tahun Berkenaan

2.1.2

Apakah penempatan pos Pendapatan
telah  sesuai  dengan  peraturan

Perundang- undangan

2.2

Pendapatan

2.2.1

Apakah estimasi pendapatan rasional
dan realistis

2.2.2

Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
sccara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Perdes terkait PADesa (misal
Perdes tentang Pungutan, dll)

223

Apakah estimasi pendapatan Dess yang
bersumber dari Dana Transfer rasional
dan realistis

2.3

Belanja

2.3.1

Apakah penempatan pos Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang-
undargan

2.3.2

Semun kegiatan Belanja Desa telah
sesuai dengan Kewenangan Desa

Perbup Tentang Daftar
Kewenangan Desa

233

Apakah ada program/kegatan yang
dilakukan lebih dari 1 (satu) wwhun

— | anggaran (multiyears)




2.34

Apakah belanja Desa yang ditetapkan

dalam APB Desa paling banyak 30%

dipergunakan untuk:

1. siltap dan tunjangan Kades dan
perangkatDesa;

2. operasional pemerintahan Desa;

3. tunjangan dan operasional BPD

4. insentif rukun tetangges dan rukun
warga

2.3.5

Siltap. tunjangan dan operasional
untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa
sesual yang  ditetapkan  dalam
peraturan Bupati

Peraturan Bupati Tentang ADD
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa

2.3.6

Besaran Tunjangan dan Operasional
untuk Anggota BPD, serta insentif
RT/RW dianggarkan sesual yang
ditetapkan dalam peraturan Bupau

Peraturan Bupati Tentang ADD
atau Perbup tentang Penetapan
Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Desa

2.3.7

Alokasi belanja dengan output yang
akan dihasilkan logis karena telah
memperhitungkan tingkat kemahalan
dan geografis (Standar Harga)

Standar Harga yang ditetapkan
Kabupaten/Kota

2.4 Pembiayaan
24.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan
telah sesumi dengan  peraturan
Perundang- undangan
242 Apakah ada pos  pengeluaran
pembiayaan untuk pembentukan Dana
Cadangan
2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan Peraturan Desa Tentang Dana

telah ditetapkan dengan Peraturan
Desa

Cadangan




244 Apakah ada pos pengeluaran
pembiayaan untuk penyertaan modal
pada BUMDes

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada Pearturan Desa tentang .
BUMDes, telah  sesual  dengan Pembentukan BUMDes dan hasil
peraturan perundang- undangan dan analisa kelayakan usaha

ditetapkan melalaui Peraturan Desa
dan memenuhi nilai kelayakan ussha

246 Pada evaluasi Perubahan APB Desa,
pada pos penerimaan pembiayaan
terdapat SilPA mhun  anggaran
sebelumnya

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Desa,
apakah SilPA tahun sebelumnya telah
digunakan seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal: Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Untuk disetujui TIM Evaluasi Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Untuk Diperbaiki Desa Nama :
Jabatan :




E. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desal,

: a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak

sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
dalam Anpparan Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ....;

Y Sdidesisiiig
ot T e S
3) dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ...

(Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... semula

...... = eavessensnnnnnnass), bertambah /berkurang sejumlah Rp.......,-

(sreneeerss) schingga menjadi Rp.........- [...0.) dengan rincian sebagai

berikut:

1. Pendapatan Desa



a. semula RDiiicisassevvisiasins
b. bertambah/(berkurang) 23 - TR

Jumlah pendapatan setelah perubahan RPucinsiiveizes

2. Belanja Desa
a, semula BPcosisvesimprurssps
b. bertambah/(berkurang) WP ammning
Jumlah belanja setelah perubahan WPk
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 34 S

3. Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Bpaiaitsanies
b. Bertambah/(berkurang) 13 T
Jumlah penerimaan setelah perubahan BB civvvssimmmssa
Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp...

b. Bertambah/[berkurang) 3+ I ——

Selisih Pembiayaan setelah perubahan{a-b) Rp

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentangPenjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuimemerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di  .........ccooooeoopada
tanggal ..
KEPALA DESA {Nama Desa)
tanda tangan
NAMA
Diundanghkan di ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desaj,
Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



E. 1 Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..............

TAHUN ANGGARAN.............
Contoh:
BERTAMBAH
KODE SEMULA MENJADI / SUMBER
REKENING ANGGARAN ANGGARAN |[BERKURANG; DANA
URAIAN (Rp.) URAIAN (Rp.) )

1 2 3 4 3 6 7 ]

albleclalb
Kepala Desa, ..........



|
Cara pengisian:

Kolom 1 : | diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang
kegiatan

Kolom 2 :  diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom 3 : | diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : | diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : | diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom & :  diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 :  diisi dengan sumber dana



F. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... [Nama Desa)
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....cccocvereeeinnns
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang | : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... , maka
perlu  menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ......;

Mengingat I AP L

. shieiiey

3. dan seterusn:,'a

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....semula
berjumlah Rp......., (.... i) bcrlnmbah;‘bcrkumng ::Junﬂah Rp...
{eisassas) sel:ungga I‘I'!Eﬂjﬂdl Rp vt feseseee..) dengan rincian scbagm
berikut:
1. Pendapatan Desa

Pendapatan Ash Desa

a. Semula RP i
b. Bertambah/(berkurang) |y - AR TRHTLO N
Jumlah PADcsa setelah perubahan 1.4+ R —
Transfer

a. Semula Wi coasaaidsiianasie
b. Bertambah / (berkurang) R s sniiynies

Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan Rp..................

Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula Rph s
b. Bertambah /(berkurang) =3 O
Jumiah lain-lain pendapatan yang sah sctelah perubahan
RDssiisicemmeiivie
Jumlah Pendapatan setelah perubahan R

2. Belanja Desa



Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula BPiiasissiivsanposs
b. Bertambah /(berkurang) D searnepesssanane
Jumish setelah perubahan BPiceavuenivins
Bidang Pembangunan

a. Semula BPsseissrssssninises
b. bah/{berkurang) BD cavssvasnmmrass
Jumlah setelah perubahan BB coscisssssisrsss
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula L+ RRp——
b. Bertambah /(berkurang} R cicinsnmn
Jumlah setelah perubahan Rpiiiaiienis

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

b. Bertambah / (berkurang) Rl csooisovsnisn
Jumilah setelah perubahan B eaviasivisesrssi
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, danMendesak Desa
a. Semula RE.-..-.ovviiivaniii
b. Bertambah /(berkurang) Rl s i inasianvani
Jumlah setelah perubahan £ T—————
Jumlah Belanja setelah perubahan Rpcicciicicivie
Surplus/(Delisit) setelah perubahan P s et
3. Pembiayaan Desa Penerimaan Pembiayvaan
a. Semula Rpis..aunias
b. Bertambah/(berkurang) R creideiveimroms
Jumlah setelah perubahan Rp.....
Pengeluaran Pembiavaan
a. Semula RPiseisssssiorsvins
b. Bertambah/{berkurang) 2", HRSR—
Jumlah setelah perubahan RP s rserosians
Selisih Pembiayaan setelah perubahan R i
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa scbagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkandalam
Peraturan imi dituangkan lebih lanjut dalam DokumenPelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Scksi pelaksana kegialan anggaran.



Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlakupada tangpaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkanpengundangan

Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...
{(Nama Desa)

Ditetapkan di .......cccovneinnnes

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



F.1 Format Penjabaran Perubahan Argpgaran Pendapat dan Belanja Desa
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............
SEMULA MENJADI
KODE REKENING KELUARAN) OUTPUT] ANGGARAN | URAIAN| KELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN [BERTAMBAH/| - SUMBER
URAIAN (BERKURANG)|  DANA
VOLUME |SATUAN|  (Rp) VOLUME | SATUAN (Rp)
_ 2 3 4 5 3

anmv cld




Cara pengisian:

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifilknsii ekonomi

diisi dengan seluruh uralan, keluaran/output, dan anggaran
sebelum perubahan

diisi dengan seluruh uraian; keluaran foutput setelah perubahan
diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

dilsl dengan sumber dan



G. Format DPA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGOARAN®

TAHUN ANGOARAN ... ocooiniiminmisssmesmmmss smresag s snssnsicares
DESA
KABUFPATEN
FROVINGI
ANGGARAN | RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp;
KODE REKENING L'RAIAN Jumlah | Sumber | Jan Feb Mar Epr Mei | Jun | Jul At Sep Okt Nop Tes JUMLAH (Rpl
1 2 3 IrL.E 5 L] T
al hlelalb] cfld
| be gy ran
sahan Desa
1] 1 lenggnraan Belnnn
> ilan Tetap,
gariygan dan Operisional
etintahin Densn
11 1™ tiyediaan Penghasilan
etnp dan Tunjangan Kepala
-l
1 ijeis 1 larn Pegwsl
1] 1jer] s} I nailan Tetap & |
ead #ial_“.m_un‘ H
1] 1lol}511 14 ... incian Obyel: Belunjas
1| 3 irlstranl Kependudulan,
lntan Sipil, Stacistik
Kearnipan
1] 3 |01 lavesian administras
ium diin Kependudulan
urel Pengantar/ Pelayanian
7, Kartu Refiunnga, dil)
1] 3imjs5]2 tann Bardng dan Jasa
11 3foris (21 I slanin Jana Honomanum
4 laksanann Pembangunsn
F1E] likan
| 1|05 bongunar/ Rehabilitasi/
ghkatan Sarana




stakman / Taman
Deaa/Sangges
4] 1|51 6 ] a3 a Modal
ijos| 5| 3|4 Belania Modal Gedung dan
1 ENE R E <Rincian Chye Belanja>
5 Penanggulangen Beacnmn,
Keadinnn Darurat dan
Mcqdesak
-4 &l Penanggulangun Bencana
3] Lj0D) 5 4 Pe Bercana
5] [JoO]5 ] 4 Belanjn Tik Terd:
5] 1|mD] 5 | 400 Helonja Tak Terd:
5] t|oo| 5| 4|00 | OD|Belnnia Tak Terdu
tlat
Divertfilonst aleh: Kaur /Kasl.........ocommvmrmernnres
Selaeirrn Desa,

S, U — ] Dinetuju oleh:
Keonla Cona,

Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-
masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 . diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran vang diajukan kepada Kaur Keuangandalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek,
dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan



H. Format DPPA
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN .......occovnnavimninnnsnns

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Contoh

KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN ANGOGARAN (Rp) JUMLAH
ANOGARAN ANGGARAN Rp
Jumiah | Sumber| Jumlah | Sumber
[Rp} [Ep] Jun | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Ola | Nop | Des

1 2 3 4 5 ] 7 [-] 9

alble|l a|lb] e|ld

l Penyelengparaan
Pemerintnhan Desn

1] 1 Penyclenggrraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjengan dan Operasional
Pemerininhan Desn

It |01 Penyedisan Penghasilan
wuliv dan Tunjangan Kepala

01| 5] 1 Belanio Pegawni

DI 5|1 ]| 1} Penghasilan Tetap &
Tunjangan Kepala Dess

1

1

1 |oi] 5111 1].. |<Rincian Obyek Belanjn»
3 = :

Administrasi Kependudukan,
Pencntatan Sipil, Statintik
dan Ksarmipan

1] 3 |01 Pelayanen administrasi
umum den kependuduksn
{Surat Pengantar /Pelaynnan




KTP. Kartu Keluarga, i)
113 ]oi] 5 lanjn Barang dan Jasa
1j3]j01] 5 ¢ | fanjn Jasa Honorerium
Rincian Obyek Belanjn>
2 Pelaksanann Pembangunin
Dhenn
2]1 |Pendidikan
2] 1} 0N Pembangunar / Rehabilitmsi /
Peningkutun Snrana
Prasarmna Perpustnkann/
man Bacsan
g D
2] 1|08 5 Belanfa Modal
2] 1]os 5 4 Belanja Modal Gedung dan
iI] 1]084 5 4 | ... |<Rincian Obyek Belanjo>
5 Penanggulangan Bencana,
Keadoan Damural dan
Mepdenili
5] 1 [Penanggulangin Bencutia
8] 1]oof 5 |Penanggulangan Bencana
5| 1joof 5 [Belanja Tak Terdugs
5| 1{o0f 5] 4[00]| [Belanja Tak Terduga
5| 1| oof 5| 4|00 OOBelanja Tak Terduga
TTIT 20 7 -
Diverifiknsi oleh:
Sekcretnris Desa,
i i i e b i vt ikl
I P et e WL R LG P EERT T I Disetujul oleh
Kepaln Desa




Cara pengisian:
Kolom 1, 2, 3, 4
Kolom S5ditsi dengan

Kolom 6

: diisi sesuaidengan Penjabaran APB Desa

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu
penerimaan pendapatan baik yangberasal dari
informasi resmi maupun estimasi waktu
Belanja diisi scsuai rencana pengcluaran
berdasarkan DPA yang diajukan oleh
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
maupun rencana pengeluaran pengahasilan
tetap, untuk belanja tunjangan operasional
aparatur Desa

Pembiavaan diisi sesuai rencana penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan

: diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-
masing item



| . Format Rencana Anggaran Kas Desa
RENCANA ANGGARAN KAS DESA

TAHUN ANGGARAN ..covvicasrvesssnsasissirsnsnonsnnisnissssssnsprsens
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Contoh
ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN [Rp.) JUMLAH
KODE REKENING URAIAN (Ro) Jan| Feb| Mar| Apr] Meil Jun] Jul] Ag] Sep| Oki| Nop| Des (Rp)
1 2 3 = 5 f
n| hijel|la|b cld
4 PENDAPATAN
411 PADzsa
4 171 1 Hasil usahs
411 1] ... |<0bvek Pencapatan>
4|2 Tranaler
4 132 1 Dann Desa
413 Pendapatan lain-lain
413 1 Penerimann darj Hasll Kerjasama
Desa dengan Pihak Ketign
413 11.... |«0dbvek Pendapatan>
JUMLAH ENDAPATAN
5 BELANJA
! Penyelenggaraan Pemerintahan
Desn




Penyelenggaraan Belanja

Penghasilon Tetap, Tunjangan
dun Operusional Pemerintnhan
Dess

Penyediaan Penghasilan Tetap
din Tunjengan Kepala Desa

Belanja Prgawai

Penghesilan Tetap & Tunjangan
Eepela Desa

el et —

o |=Rincian Obvek Belanja»

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Esralpan

Pelavanan administrasl umum
dan kependudulean (Surat
Pengantar f Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dif

Belanja Barsng den Jasa

Lajin

Belanja Jusa Honorarium

<Rincian Obyvek Belanja>

Prlaksanaan Pembangunan Desa

W2 5] Lol hans

Pendidikan

Pembangunan [Rehubilitasi /Penin
ghetan Sarana Prasatana
Perpustalinan /Taman Bacaan
Disa / Sanygar Belajor

Belanja Modal

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

| 4 |... |<Rincian Obvek Belanja=

Penanggulangan Bencana,
Kencaan Darurat dan Mendesak

njin Ll b3 | b3

Pensnggulangan Bencans

Penanggulangan Hencana




s

Belanja Tak Terduga

=
SIS

Belanja Tak Terduga

00 |Belanja Tak Terduga

st

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEPISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun Sebelumnya

— 31—

SiLPA Tahun Sebelumnyva

Pengeluaran Pembiayaan

|||
8 o e e et

Pembentukan Dana Cadangan

=
b
L

Perrbentukan Dana Cadangan

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan

Jumlah Total Pengeluaran

Selisih Penerimaan dan

Diverifikasi cleh Disetiijul oleh:

Sekretaris Desa, Kepala Desa,



Kolom 1, 2,3, 4
Kolom 5

Kolom 6

diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

diisi dengan:

- Pendapatan diisi sesual rencana waktu
penerimaan pendapatan baik yang berasal
dari informasi
resmi maupun estimasi wakiu

- Belanja diisi sesuai rencana
pengeluaran berdasarkan DPA  yang
diajukan oleh
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan
Anggaran maupun rencana pengeluaran
pengahasilan tetap,
untuk belanja tunjangan operasional
apuratur Desa

- Pembiayaan diisi sesual refncana

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran
masing-masing item



J. Format Buku Pembantu Kegiatan
Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN......ccconinivninmnnnns

Pengeluaran (Rp)
Belanja

Penerimaan dani
Nomor

Pengembalian

No. Tanggal Bukti Uraian Kas B g dan Belanja ke Kas Desa

(Rp) Saen Modal

(®p)

Saldo Kas
(Rp.

1 2 3 4 5 6 7

Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya

Jumliah

Total Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

LA AR IR RS L E LR C L LR Ll LR Lt LR AR LR




Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.

Kolom B . diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 . diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas
Desa.

Kolom 11 . diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah



J.1. Format Buku Pembantu _.nanEb
Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

mcmrm__m__.nm}z.—dmmm_}ﬂ_ﬁzwmzmm_gmﬁbbhﬂhzhmﬂhgﬁﬁ.
DESA...
ﬁmﬁ%ﬂbﬂ
TAHUN ANGGARAN...

Penerimaan | Nomor Bukti

No. Tanggal ﬂnﬂﬁq Uraian Uang Barang/Tenaga | Setor ke Kas Saida Kaa
(Rp) (Volume) Desa
1 2 3 4 3 6 7
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumlah
Total




Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kalom 3
Kolom 4
Kolom 35
Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8

=
.

.
: |
L]
'

diisi dengan nomor urut.

diisi dengan tanggal transaksi,

diisi dengan nomor bukti transaksi.

diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
diisi dengan jumlah uang yang berikan.

diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

diisi dengan nomer bukti setor/ pemberitahuan kepada
Bendahara.

diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus
dikembalikan ke Kas Desa



K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN amﬂmﬁﬁ?ﬁhz PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan : ot RIS cissassanvesnsinn
DESA : PR
_..mn}z}ﬂ}z
KABUPATEN :
PROVINSI
QUTPUT SUMBER DANA
Rencana Realisasi Sampai Saat ini Dana Alokasi Lain-
KODE REKENING ’ Vol. | Sar, |Anggaran| oo | o, |Anggaran) Capaian | Desa Dees | lain | PTaie
(Rp) (Rp) (%) (Rp (Rp) (Rp)
1 2 3 4 ] 6 7 B Q 10 11 12 13 14
alblc|a|b|c
Jumlah
| HnE.‘_,_NmE s




Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9
Kolom 10

-

diisi dengan Kode Rekening

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan
sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB
Desa

diisi volume kegiatan yang direncanakan

diisi satuan voiume: - jembatan/bangunan/barang
atau yang sejenis = unit - jalan/irigasi/ drainase atau
yang sejenis= M - kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan

diisi volume kegiatan yvang terealisasi sampai dengan
saat ini

diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan
saat ini

diisi dengan jumlah dana yang digunakan

diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran
yang digunakan



L. Formatl Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

DESA (i ntiiia
KECAMATAN .. PRIy =t SRp R K
TAHUN ANGGAR&N
Bidang ! ......cee00ee -
Sub Bidang : ....... .
Waktu Pelaksanann @ ........cccvviaiisnnssnsnisrsansasans
T
T ta TPENCAR o [T5| iea
No URAIAN N YG LALU N SEKARANG SAAT INI DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 S 6 7
JUMLAH
................. FEOPTCEIIRer. - u P8
Telah dilakukan verifiknsi Kaurf Kasl....cioiiieimsisines
Sekretaris  Desa,
U S T A R T P )
Disetujui untuk ﬂihuynhn Telah dibayar lunas
Kepala Desa, Knur Keuangan,
.......................................... b R )

Cara
i Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
#i. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuni APB Dena
iii. Kﬂilmdimdmgnnmmnkhmrkﬂtukmm;m!iumﬁ?ﬂﬂmm
iv. Kolom 1 dengan nomot urat.
v. Kolom2 : diisi dengan rinclan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan,
vii Kolom3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegintan,
viii Kolomd4 : diisi dengan rincian jumiah anggaran yang tclah dibayar
sebelumnvi.
vili. Kelom 5 :  diisi dengan rincian yang dimintakan untulk dibayar.
ixx. Kolom6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
% Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.



M. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

DESA

.............................

Bl o s R s TRIUN b iiisiisasiminss

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KECGHATAN DAN ANGOARAN

KECAMATAN
KABUFATEN it
PROVINSI
KODE QUTPUT SUMBER DANA
REKENING Rencana Renliaanl Dana | Alokosd Lain- | Bentuk
Desa Dana  |Lain (Rp)| Lain
VYolume | Satuan | Anggaran Volume Satuan | Anggaran | Capaian | (Rp] |[Desa (Rpl
{Rpl (Rpi )
1 2 i 5 ] 7 L] 9 10 11 12 13 14
alblclalblecld
Jumlah
Kaur/Kesi
td
-..: ._:.w




Cara pengisian:
Kolom 1 dan 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

Kolom 11
kolom 12
Kolom 13

Kolom 14

diisi dengan Kode Rekening

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan
schagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB
Desa

diisi volume kegiatan yvang direncanakan

diisi satuan wvolume: - jembatan/bangunan/barang
alau yang sejenis = unit - jalan/irigasi/ drainase atau
yang sejenis~* M - kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan

diisi volume kegiatan yang terealisasi

diisi satuan volume vang terealisasi

diisi dengan jumlah dana yang digunakan

diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran
yang digunakan

diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa
uang



N. Format DPAL

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN®

TAHUN ANGOARAN ..ooooviiiimiinmnirenisreeisssstnmmmmnrerasssnssrnes
DESA A O . OO S SR
KECAMATAN .
KABUPATEN b s e R LA
PROVINSI Ty
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN
Anggaran Volume | Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
kegiata | Anggaran | Penyelesaian
n
1 2 Jumlah | Sumber {Jumlah {Rp} % % Rp. hari Jan | Feb | Mar | Jumlah
{Fp]
alblelalb]| ecld
Diverifikasi oleh: Kaur/Kasi.........coconrnnrrnnan,
Sekretaris Desa,
fiicc
fse ) .
Disetujui oleh;
Kepala Desa,

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

................................................




Cara pengisian :

Kolom 1 :  diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 2 . diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 +  diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.

Kolom 4 . diisi dengan uraian transaksi pencrimaan atau
pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB
Desa

Kolom 5 . diisi dengan jumlah rupiah penerimaan

Kolom 6 - diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran

Kolom 7 . diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 - diisi dengan netto transaks

Kolom 9 3 dum dengan saldo kas.



P. Format Buku Pembantu Kas Umum
P1, Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK DESA ..covvvivvesienrinns
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN .
BANK CABANG !
NO. REKENING :
SOAL RAIAN U
. AN b — Egrmcﬁw me_m PENGELUARAN E_..__Eas SALDO
@ TRANSAKSI TRANSAKSI | TRANSAKS | SETORAN BANK PENARIKAN | PAJAK P (Rp)
1 2 3 3 5 6 7 8 9 10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF




Cara pengisian :
Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom S
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran
Bank.

diisi dengan tanggal transaksi Bank.

diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan
pengeluaran,

diisi dengan bukti transaksi.

diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

iisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

diisi dengan saldo Bank.



P. Format Buku Pembantu Kas Umum
P.2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA ..........cooiaiiinane
TAHUN ANGGARAN ........

No. | TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN | SALDO

(Rp (Rp) (Rp
1 a 3 4 5 (5]
[ ~ JUMLAH
Kaur Keuangan
NN oy~ = TR P TR )
Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan
pf-jak} atau pengeluaran (dari penyetoran pajak).
Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 3 ¢ diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran
kas.
Kolom 4 :  diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 :  diisi dengan saldo buku kas bendahara.



P, Format Pembantu Buku Kas Umum
P.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR DESA...................

KECAMATAN....ccoovvnieiinnninas
TAHUN ANGGARAN......ccconisencnrsesnsasarrerssnsarsarnes
Pertanggung
. . Pemberian | - jawaban Saldo
No. | Tangga | Nomor | Uraian | Penerima (Rp) Panjar (Rp)
(Rp]

Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

Kolom 8

diisi dengan nomor urut.
diisi dengan tanggal transaksi,

diisi dengan nomor bukti transaksi.

diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis

bantuan.

diisi dengan jumlah uang vang berikan.

diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan

kepada Bendahara.

diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus
dikembalikan ke Kas Desa




Q. Format Kuitansi

Kantor Desa <. Nama Desa,.. >
Kabupaten/Kota ¢ <. Kabupaten /Kot >

Tundn Bukti W Uang
Telah terima dari Kaur Keunngan Desa <... Nnma Desa ...>
Unng sebesar ; Bp <, Jumlah delam angka,.. >

[-.- Jumlah dalam hurnaf. |
(.- Jumlah dalem huruf lanjutan...)

Sebagni pembayaran ;<. Sebutksn Tujuen Pembeyaman (Kegiatan /Belunja).....>
<,.....Scbutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>
<,...Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegintan/Belanja)....>

Catatan Keuangan <. . Desa..>, <. 1@, bin, th..>
Yang Memberi, Yang Menerima,

=, Namus Pemberi.> <...Nama Penerima,..>



R.

Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

SUMBER
DANA

2

(Rp)
5

o

PENDAPATAN

ADcsa

asil usaha

. =Obyek Pendapatan>

Tranafer

ann Dess

Prodapatan lain-lain

blalslalslslslose

T T TR B Ed

Penenmaan dari Hasil Kerjasams
Antar Desa

o

L3

. =Obyek Pendopatan=-

S L

[TUMLAH PENDAPATAN

ELARJA

‘!‘cn}rlmm:mnn Pemerintahan
D

[Fenyelenggaraan Belama
Penghosilan Tetap, Tunjangon dan
lﬂprrasiunsl Pemerintahan Desa

1 |01

vediaan Penghasilan Tetap dan
jangan Kepala Desa

1 |01

{Belanja Pegawai

1 1o

Penghasilan Tetap & Tunjungan
Dena

1 {01

<Rinclan Obyek Belanja>

inistrasi Kependudukan,
tan Sipil, Statistik dan

R

Iayanan administrasi umum dan
dukan (Surat
tar/ Pelaymnan KTP, Kartuy
luargp, dil)

o Barang den Jasa

Helanjn Jasa Honorarum

<Rincian Obyek Belanja>

|Pelaksanaan Pembangunan Desa

|Pendidikan

Pembangunan | Hehabilitas [ Peningk
Lairt Sarnine Prasarins
stnkaan /Taman Bacaan
csa,/Sangear Belnjar

1105

i

[

lanjn Modul

(Helanja Modal Gedung dan

Hangunan
. <Rincian Obyek Belanjn>

lingan Bencana, Keadaan
Dnrurat dan Mendesak




s] 1 [Pennnggulangan Bencana
5] 1]Joo] 5] 4 [Penanggulangan Bencana
51 1Joo| 5| a4 [Belanin Tak Terduen
5] 1joo| s| ajoo [Belanjn Tak Terdugn
5] 1|00 5] 4]00| 00 ja Tak Terduga
dst
L TUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
) PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6] 111 SiLPA Tahun Sebelumnys
6] 1] 1] 1 [SILPA Tahun Sebelumnyva
6| 2 Pengeluaran Pembiayaan
6] 2]1 Pembentukan Dana Cadangan
6] 2): | |[Pembentukan Dana Cadangan
dst
[SELISIH PEMBIAY AAN
o i i e R
Kepali Desa, ...
i s et T el 24
Cara pengisian: _ _
Kolom 1 ; diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. Sub Bidang, dan
c. kegiatan,
Kolom 2 :  diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,
Belanja dan  Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
1. Pendapatan;
ii. kelompok pendapatan:
iii. jenis pendapatan; dan
iv. obyek pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan; dan
¢. jenis pembiayaan.
Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kolom 4 :  diisi dengan jumlah anggaran vang ditetapkan
Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom 6 :  diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan

dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait




R.1. Format Laporan Keuangan

LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN REALISAS] APB DESA
Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi

1 Laporan Realisasi APBDes
I Catatan Atas Laporan Keuangan
A, Informasi Umum
B. Dasar Penvajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

= s M= S P S

10
11
12
13

14
15
16
17
18

19.....

Rekonsiliasi SILPA dan Kas

Pendapatan Asli Desa

Dana Desa

Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Propinsi

Bantuan Keuangan Kabupaten /kota

Pendapatan Lain lain

Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasvaratan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Desa

Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Pembiayvaan

Aset Desa

Penyertaan Modal Desa

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran 2 - ...

KX AHARHXHE KX EHKHNNNHMHRHHHHHHE



i, la. Format Laporan Realinam APE Denn

LAPORAN REALISASI APH DESA
PEMERINTAH DESA ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGOARAN 20x1
(Letdh) f
Red Anggaran Healinani \ .
PENDAPATAN
Penadapatan Asti Doan c32 TR XX XX XXX xxx
Pendapatan Transfor
Digersey Dhemsy c3 XX ==X EXLEXE ox
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Dacrab C4 200, 300K XXLXXX XX
Alokwe Dna Desn C3 XXX XX ZAX XXX =]
Banmonn Kroanggun Propinsd ChH XXX XXX EXTATE xxx
Bantusn Keunngan Kabmpaten /kota Y Lo i L. 8.4 =X
Pendapiten Lain lidn C.H 00X, 200 LI, Ee e ]
JUMLAH PENDAPATAN X KX KX O, ZXXX
‘H!.'.‘I.A.H.lﬁ
Hidang Penyelenggaman pemermtah Desa C.9 dan CI5 XXX LI XK TRE =x
Fidang Priaksmnnnm Pembanginam Nesss A0 den CIS W W Y W i
Pidang Pembinaun Kemasyaratan Deas 11 dan C15 X AR XX AXE ==
Ridang Prmberdaymnn Masynrakat Desa C.12 dan C15 TN OO ALK X
Hidang Penangulangun Bencona, Keadaan Darerol den (C13 dan C16 O 00 00K e
Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA ci4 b s o EEER EXX XXX
SURPLUS/[DEFISIT) XX XX XXX XX
PEMHIAYAAN c.5
Penpeiusran Pembbayman. AN AN AN X
PEMBIAYAAN NETTO WX IO MO OK XX
'SILPA TAHUN BERIALAN 00 XXX 200

Lihut Cotmtan Ataa Laporan Keunngan yang merapakan bagien yeng bdak terpisahilon dan lsporan kerunngan




R.1b . Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa ABC, Kecamatan
KLM, Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

—_— —

A informam Umam

Mﬂiﬂ%ﬂtﬂhﬂﬂmﬂmpﬂhﬂdmdﬁﬂmmﬂnm I{ahmpummmm

Hepurusan  Bupat No. ... . Tangpeal | ey 300 inl kepengurusan
Pemerintahan Desa ABC

1. Kepala Desa ; X000(X

2. Seiretaris Desa  YYYYY

3. Bendahara Desa @ 22222

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ..oy Desa ABC, Kecamatan KLM,
Kabuputen

B. Dasur Penyujian Laporan Keuangun
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar

harga perolehun Pendopatan dicatst padn saat kas diterima di Bank siou Kes dan Belanja
dicatat pada saat kas dikecluarkan dan weiah bersifer definitif.,

C. Rincian Pos Luponan Kouangao

I. Rekonsiliasl SILPA dan Kas

SILPA tnhyn nnggarmn 20x1 XXX

Mutasi Potongan Pojak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disctor ke Kas

Negara O

- Penerimann Potongan Pajak rahun angenran

berjalan XX

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran

berjnlan (XXX

- Sallo Akhir Pegivde Polodgan Pajuk vy belum disetor ke Kas

Negara XXX

Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXX
2. Pendapatan Aali Desa

Pendapatan Anli Dess terdiri dari:

{Lebih)/
Anggnran  Realisasi kuru:g

Pendapatnn Asli Dess terdin duri:

2. Hasil Usaha XXX, XXX XXX XXX xxx

b. Hasil Aset XX XX OO XXX XK

¢. Swadaye, partisipasi, dan Gotong Royong EEX XXX AEX. KKK XXX

d. Lain-lain PADes yang sah ATE XEX RKLXXK 0K

XX, KEX XK, XXX oo

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimuan dess yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan
Dana Desa selama tahun anggaran 20x] adaloh scbagai benkuz

Angparan Reallsasi Im;ir
Tahap 1 TOOK 300K 00K XEX
Tahap 2 OOL XK HOCK. 00N i
ERX.EXE O EHR HER




4, Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Dacrah
Penerimaun Desa yang berasl dari Bagian dari hasil pajak dan Rettibusi Deerah adalah

sebagni
{Lebih) f
Anggaran Fealisas kurang
Tahap 1 XXX, XXX e & el XXX
Tahap 2 XN 208, XXX XXX
e SO K EXX AN AN
HAK

EXR. XK XK, XXX

5. Alokasi Duna Desa (ADD)
Penerimann Dena vang berasal dart Alokasi Dana Desa (ADD] adalah sebagal beilkut:

Angp=ron Beabiznad {Lebih)/
kurang
Tuhap 1 XN XXX WDLEKK 0L KKK
Tahup 2 XXX, XXX OO XXX XXX XXX
......... MO KX XXX XXX e
XXX e 0

6. Bantuan Keuangan Propinsi
i Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Proplnst ........... adalah sebagai

beikut:
(Lebih)/
Anggaran Realisasi
kureng
PP - EE X 200 X
.................. e i i s m:}l_:l! XXX
X XX mx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal duri Bantuan Kevangan Kabupaten /Kots ........... adalah

{Letiby /

Anggaran Realisas kurung
................. 00, XK XX XXX XXX
.................. RER.ARR XEE KKK & XER
XXX, XXX XX, EXE XX




(Lebih) /

Anggaran Realisasi kurang
Penerimasn dan hasil kerjasame antar Desa KL KKK KN a0
Penerimaan dard hasil kerjusama Desa dengan
pihak
ketiga X, X XXX, XXX 00K
Penerimuuin dur bantusn perusabhuaunn yang
berlokasi di
Desa 0e. 300 2. IONX oo
Hibah dan sumbangnn dari pihak ketign X 00 XX Xux o
Koreksi kesalahan belanjs tahun-tahon
ANEERrWn
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di
kim
Dienian WO XN e
Bunga bank 200K, XKX XX XXX oot
Lain-lain pendapatan yang san XXX 00X XN XX e
XK, KK 20X XXX b=
9, Belanje - Bidong Penyelengmaraon Pemenntaluim Deosa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdin dari:
Aigeun  Reslisel “k‘:ﬂh.l”l
Belanjn Pegawad XXX, XXX XXX KKX REX
Belanjs Baraneg dan Jasa XXX X% xx Aww xxx
Belanja Modal A, XA et S - -
XX XXX XXX XXX aEN
10, Beianjn - Bidag Pembangunan Desi
Belanjn untuk Bidang Pembangunan Desa terdin dari:
Lebah
Anggraran Realisasi 'imrl'nIlj
Belanja Barang dan Jasa XK. XXX b i v d 00X
XK, XXX FRK KKK XKX
11, Belanja - Bideng Pembimasn Remasyarmian Desa
Belanjo untuld Bidang Pembinaan Kemasyarakntan Dess terdiri diari:
[Lebih)/
Anggaran Realisss kurang
Belanjn Barming dan Josa KX XX XX XXX o
Bealanja Modal R XX XX e
MONN MW NEW O o i
12. Belanja - Bidang Pemberdoyann Masyarakat Desa
Belanjn untuk Bidang Perberdayaan Masyoarakat Desa terdin dari;
ANRREATRN Renlisasi Ihu.rull.:
Belanja Barang dan Jasa RH KKK MO XXX XXX
Belanjn Modal AOCK XX ROC XXX XXX
KR R XX X

13. Belanjn - Bidang Penangulangan Bencuna, Kendonn Dirurat don Mendeank Dess

Selama tabhun anggaran 20x ], Pemerintahan Dess melakuban pensngpuiangan bencana dan

keadann derurat sebagal berikut



14. Belanjn Desa dalam klasifikasi ekomomi

{Letuh)/

Jumlnhhchr,‘:dnhmklndﬂh.ﬁdmmnnﬁnduiﬂh scbagni berikut

Belanja Pegaw

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peranghkat Dena
Jaminan Kesehatnn Kepala Desa dan Peranghat
Desa

Tunjangan BPD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bamng Perlengkapan Kantor

Belanje Jass Honorarium

Belunja Opersons] Aparaluy Desa

Belunfn Jnsa Sewn

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Pemellharann

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat

Belanja Modal

Belunje Modal Pengadaan Tansh

Belanje Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanja Modal Kendaraan

Belunja Modal Gedung dan Bangunan

Belonju Modal Jalan

Belanjas Modal Jembatun

Belanja Modal Irigasi / Embung/ Air

Sungai/ Drainane

Belanja Modal Jarioggan / nsladas

Belanja Modal lninnya

15, Belanjs Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidung Penyelenggnrann pemerintahan Dewn

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Diesa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Dena

Sub Bidang Administrasi Kependudulan,
Pencaistan Sipl, Yetistik don Kenrsipan

Sub Bidang Twia Praja Pemerintahan, Perencanann,

Keuangan dan Pelaporan
Bub Bidung Pertanulbun

Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesshutan

Reali
0L XX 00X . XXX XX
OO RO DO XX =
0L ODU X XXX XXX

! Lebih

Anggaran Realinasi I I/
EXX.KXX K. XXX X
OO XN OO X ool
e e g p e B iy d XN
XXX XXX XXX . XXX Xl
OO 0K NN X sy
K, XX XXX XXX xXxx
MK FOOM MM p L
AN XN O, XA e E S
OO 00K XXX XXX XXX
AN WO XNX K
XXX XNX XX EXXE XXX
XX, XXX XN, XX ot = )
XN XXX XXX IXX XX
bos b e s XN, XXX a5, §
XX, XXX b e X
XXX . XXX XX XXX XEX
XOOX X000 OO XX
MOOX 0K XN XN XXX
XX XXX XXX XXX
EXX. XXE S 3O X
AR AN AR NS ARK
pas d 4 XXX XXX XXX
TRX XX XXX XXX XXX

; Lebih

Anggaran Realisasi lhu_r_l_g';
XK 0K O 300K o
N AAX X0, O0X a0
XXX, XX ANE. DX XxX
XX OO X 00 XX
fremesy N NNK XX
KRN, XKX AR EE AR
3OO 00 XXX XX XXX
AN _ANE XX XX Xux



Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penalnan Ruang

Sub Bidung Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehumnon dan Linglkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informutikn

Bub Bidang Energp dan Bumber Daya Mineral
Sub Bidang Pariwisala

Hidang Pembmann Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyaraknat

Sub Bidang Kebudayian dan Keagamaan
Sub Bidung Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakal

Belanjs - Bidang Pemberdaynan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Peninglkotan Knpasitns Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdaynan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluargn

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menenguh [UMKM)

Sub Bidang Dulungan Penanaman Modal
Sub Bidung Perdagangan dan Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Kendaan
Darurat dan Mendesak Desn

Sub Bidang Penanggulangan Bencann
Sub Bidang Keadaan Darurnt
Sub Bidang Kesdann Mendesak.

16, Pembiaynan

Jumlah netto pembinyuan tuhun enggaran 20x] adalah schagai berileut:

Penerimasn Pembiayaan
Penpgeluaran Pembisvaan

Penerimaan Pemblayasn terdin dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnyn

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasdl Penjunlan Kekayiuan Deda yang dipisahlan

Pengeluaran Pembigyoan terdin dari:
L. Pembentukan Dann Cadangan
2, Peuyvertunn Modil Desa

17. Aset Desi
Perolehan aset dess adalah sebhagal berikout,

XEX. XXX XXX XXX XXX
XXX XXX JOCX, XXX XX
XXX XXX 30K, 200 XX
o 8 o nd XXX, XXX AXX
TONX R XX R X
A RN XNNN . XNN pEE Y
KL XN AN X000 AR
s e g EXX.EXX XXX
HIOK XK ALK XXX
KHE. MK 3000 X0, XX
XXX XXX 0% 00K XXX
300X 2000 KXR. XXX X
AR XAX O XK b4 4
K. KX WOLXXX XXX
X, XEX XKL NEK XXX
OO 00K KL XK e ]
OO 0K s b XXX
0N 0 XXX XXX XXX
00K 0K MK XX o
00N XN 0L XN s ]
WK KX NN XXX AKX
RN XTH 0K XXX XXX
200K 300K K. TOEN o
K. X, per e vy frsy
Aiggran Reali (Lebih)/
XXX XXX XXX XK
AN NN ANY XX X
K, XXX XXX XXX XX
XXX XXX XX XEX xxX
XX XXX AR AKX XX
K. AXX 0K, XX XX
XXX KKK XL XXX XXX
XK XX XA, IOCK b d
re ity KK XXX HHX
KX, XKX XNX. KKK xEX
Penambahan
20%0 20x1 {




Tanoh

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Credung dan

Jalan '

Jembatan

Irigast | Embuang/ Alr Sungai/ Drainase
Juringan / Instales

Rincian Asdet Tetap dapat untuk masing-maosing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampian ...,

18. Penyertann Modal Desa

Pernyertuan Modal Desa pada BUMDes adalah scbagai berikout,

b0 e TR XX N
JOON. 00K 0000 0o
M. X0 XXX b a4
EXX. XXX XXX, XX X
XXX XXX EXX.XXX XX
AXN.-XXX TON.AEX X
TN . ARE EXN. XK b= n
SOOL.RXK EEX.KXK =y
EXE. XXX XK. XXk = = 4
UK. K v o v v oK
AKX OO KK KK
200 e i&nmmw_n{.

XXX, XXX XXX, X XXX

XK. XX XXX XXX XXx

XXX . XXX OO, XX XK

X XX . XXX XX




R.1¢c.. Format Rincian Aset Tetap Desa

Pemeriniah Desa ABC

Kecamatan KLM,

XYZ

Rincinn Aset Tetap Desa per 31 Desember 20xx
Contoh
W e A ilias b A S B — Knde Tafvum it i

= Fe= Mo it Ane Teing - T E‘“" Prodzsn Prresan
B, Tumaly Frowil A, Lisas 3EW00 md R L] R ke e bl

4. Tenad Lapasg X, Liss

b

T

T; - g
i
|2 |
;

‘|

=

MY 3wl 4

*}Diisi dengan : Baik (B), Rusak Ringan(RR), dan Rusak Berat (RB)




R.2. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAPORAN REALISAS] KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*
TAHUN ANGGARAN ...covviivimmions e R wER

DEBA ; .cisiviniimmigimnnisimiss

KECAMATAN ¢ e ieieican e smamamamans
PROVINGS
OUTRLT SUMBER DANA
KODE FERCARA REALISAS| Al
Hx.;um LRAIAN | NAMA CUTPUT " per ;..': Dt II::I [—
Vol | Sat *"""". M‘ Vol | Sar ""'"'-"wb' ] R Dhemm Rl It Laies
] a a - L] ] ¥ L] [] 0 (1] {? i} T

Keterangan:

* Pilih salah satu

Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1 o diisi dengan Kode Rekening Bidang, Sab Bidang dan Kegiatan: a. Untuk Kode
rekening Bidang; b. Kode Rekening Sub Bidang; dan c. Kode Rekening
Kegiatan

Kolom 2 ' diisi nomenklatur jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa
yang telah diluksanakan.

Kolom 3 : diisi nama output dari kegiatan

Kolom 4 : diisi volume kegiatan vang direncanakan,

Kolom 5 : diisi sntuan volume: - jembatan/ bangunan | barang atau yang sejenis = unit -
jalan /irignm/ drainase atau yang scjenis= M - kegiatan non fisik - paket - dll

Kolom 6 : diisi dengnn jumlah dana yang dianggarkan.

Kolom 7 diisi volume kegintan yung terealisasi,
. Kolom 8 : diisi satuan volume. Kolom 9 : diisi realisasi anggaran yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan progres prosentase capalan.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah penggunann Dann Desa (DD).

Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dans Desa (ADD).

Kolom 13 : ::]ﬁdmmjumhhpenmnunmmmndnﬂmbﬂrmmnndm
D.

Kolom 14 - diisi dengan sumbangan/ swadaya masyarakat dan /atau pihak tain

yang tidak berbentuk uang.



R.3. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke

Desa

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN

PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

mn : FERRE RN FARF N I SRR A PR RN RSN
Kecamalam o coceeapisssssmissssrsn e
Provinsi ! saishisssssnssssssasssassssa
' Kegiatan Anqnnn
No. Program Jani Lokasi Vol Sat Jumiat EEI:nh:T

Kepala Desa

[oiissiniissnnsravissnnsnsiinsnsanivy RS, |




S. Format Pernyataan Tangpung Jawab Belanja

. PERNYATAAN TANGGUNGJIAWAB BELAN.JA
i
KECAMATAN .....coviiiasiminiacsrestsasnns s
TAHUN ANGGARAN .......coconnn

Bidang ..
Sub Bidang | ..icseseresniemminriirs

|5 JUMLAH
NO. PENERIMA URALIAN (Rp.)

1 2 3 -

JUMLAH (Rp.) |

Bukti-buktl pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagni terinmpir, untuk Kelenghnpan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenmrnya.

Kaur/ KAsh... .cveeereermrncrreens

L

Cara pengisian;
i. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
i. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB

Desa,

Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kaolom 1 : diisi dengan nomor urat.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di buku belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.

baris jumlah diisi f’

ssi<¥E

L - BUPATI LUWU TIMUR,

Ying
MU MAD THORIG HUSLER




